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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 

Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Rebuplik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi 

tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang 

belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam 

Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut: 

1. Konsonan  

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem 

tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini 

sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan 

dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan 

tanda sekaligus. 

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan 

huruf latin: 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif ا
tidak 

dilambangkan  
tidak dilambangkan  

 ba’ B Be ب

 ta' T Te ت

 sa' Ś ث
s (dengan titik 

diatas) 

 Jim J Je ج

 ha’ ḥ ح
ha (dengan titik 

dibawah) 

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal ẑ ذ
zet (dengan titik 

diatas) 
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 ra' R Er ر

 Z Z Zet ز

 S S Es س

 Sy Sy es dan ye ش

 Sad ṣ ص
es (dengan titik 

dibawah) 

 Dad ḍ ض
de (dengan titik 

dibawah) 

 T ṭ ط
te (dengan titik 

dibawah) 

 Za ẓ ظ
zet (dengan titik 

dibawah) 

  ‘ ain‘ ع
koma terbalik 

(diatas) 

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 M M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 ha’ Ha Ha ه

 Hamzah '  Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

2. Vokal  

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang 

terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau 

diftong. 

a. Vokal Tunggal 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan 

berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

  َ  Fathah A A 

  َ  Kasrah I I 

  َ  Dhammah U U 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya 

berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 يْ  ...
Fathah dan 

ya 
Ai a dani 

 وْ  ...
Fathah dan 

wau 
Au a dan u 

 

Contoh: 

ت ب    Kataba - ك 

ل    Fa’ala - ف ع 

 ẑukira - ذ ك ر  

 yaẑhabu - ي ذْه ب  

ئ ل    su’ila - س 

يْف    kaifa - ك 

 haula - ه وْل  

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa 

harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 ا...ى  ...
Fathah dan alif 

atau ya 
A 

A dan garis di 

atas 
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 Kasrah dan ya I ى  ...
i dan garis di 

atas  

 و  ...
Hammah dan 

wau 
U 

U dan garis di 

atas 

Contoh: 

 Qāla - قا ل  

مى    Ramā - ر 

 Qĭla - ق يْل  

4. Ta’arbuṭah 

Transliterasi untuk ta’marbuṭah ada dua: 

a. Ta’marbuṭah hidup 

Ta’marbuṭah hidup atau mendapat harakat fathah, 

kasrah dan dammah, tranliterasinya adalah “t”. 

b. Ta’marbuṭah mati 

Ta’marbuṭah yang mati atau mendapat harakat 

sukun, tranliterasinya adalah “h”. 

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta’marbuṭah diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan 

kedua kata itu terpisah maka ta’marbuṭah itu 

ditransliterasikan dengan ha(h). 

Contoh: 

ة  الأ  طفا   وْض  ر 

 ل  

- rauḍah al-aṭfāl 

- rauḍatulaṭfāl 

ة   ر  ين ة  الممن وَّ د   al-Madĭnah al-Munawwarah - الم 

- al-Madĭnatul al-

Munawwarah 

ةْ   talḥah - ط لْح 

5. Syaddah 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, 

dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan 

dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi 

tanda syaddah itu. 
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Contoh: 

بنّا    rabbanā - ر 

ل    nazzala - نزَّ

 al-birr - الب رّ 

 

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di 

bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah 

ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

Contoh: 

ل   ج   ar-rajulu - الرَّ

يِّد    as-sayyidu - السَّ

 as-syamsu - الشّمْس  

 -  

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah 

ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan 

dan sesuai dengan bunyinya. 

Contoh: 

 al-qalamu - الق ل م  

يْع    al-badĭ’u - الب د 

لا ل    al-jalālu - الج 

c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, 

kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan 

dihubungkan dengan tanda sempang. 
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7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan 

apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di 

tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi 

dilambangkan, karena dlam tulisan Arab berupa Alif. 

Contoh: 

 ’an-nau - النّوْء  

 syai’un - شًيْئ  

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il, isim maupun harf 

ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya 

dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain 

karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka 

transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga 

dengan kata lain yang mengikutinya. 

Contoh: 

ا  جْر  ب سْم  اّللّ  م 

رْسا ها   م   ها و 

bismillāhimajrehāwamursahā 

ليْل اه يْم  االْخ   ibrāhĭm al-khalĭl إ بر 

ibrāhĭmul-khalĭil 

9. Huruf Kapital 

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam 

EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama 

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan 

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf 

awal kata sandangnya. 

 

Contoh: 

 

 

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam 

tulisa Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu 

وْل   س  د  إ لاَّر  مَّ ح  ام  م   Wa mā Muhammadun illā rasl و 
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disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 

dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan. 

Contoh: 

فتْ ن صصْ  ن  اّللّ  و  مِّ ح  ر 

 ق ر يْب  

Naṣrunminallāhiwafathunqarĭb 

10. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, 

pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman 

transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.  
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MOTTO 

 

"Dan apabila kamu mengadakan perjanjian, penuhilah itu, dan 

janganlah kamu mungkir janji."  

(QS. An-Nahl: 91)   
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ABSTRAK 

Khusnul Khotimah, 2024. WANPRESTASI DALAM 

PERJANJIAN WARALABA (Studi Perjanjian Waralaba “Lava 

Toast” di Bojong, Pekalongan) 

Dosen Pembimbing: Bunga Desyana Pratami, M.Kn 

 Salah satu model bisnis yang populer di Indonesia adalah 

waralaba. Waralaba "Lava Toast" merupakan salah satu bisnis 

waralaba produk makanan cepat saji yang menerapkan perjanjian 

untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Penerima 

waralaba "Lava Toast" di Bojong, Pekalongan, diketahui telah 

melanggar perjanjian yang disepakati dengan pemberi waralaba. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian waralaba yang 

dibuat antara pemberi waralaba dan penerima waralaba “Lava Toast” 

Bojong, Pekalongan dan akibat hukum yang timbul atas wanprestasi 

perjanjian waralaba “Lava Toast” Bojong, Pekalongan. 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris 

dengan mengggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data 

yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Teknik pengumpulan data penelitian dikumpulkan menggunakan cara 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data 

yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perjanjian 

waralaba "Lava Toast" ini belum memenuhi syarat sahnya pejanjian 

menurut pasal 1320 KUHPerdata, kriteria waralaba dan klausul 

perjanjian waralaba menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 

Tahun 2007 tentang Waralaba sehingga perjanjian tersebut seharusnya 

batal demi hukum. Akibat hukum dari adanya wanprestasi pejanjian 

tersebut yaitu perjanjian tersebut masih dapat dilaksanakan, akan 

tetapi penerima warlaba diwajibkan untuk tetap melaksanakan 

kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Namun menurut analia 

penulis perjanjian tersebut harus batal demi hukum. 

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Waralaba.  
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ABSTRACT 

Khusnul Khotimah, 2024. Breach Contract in Franchise Agreement 

(Study of "Lava Toast" Franchise Agreement in Bojong, 

Pekalongan) 

Supervisor : Bunga Desyana Pratami, M.Kn  

 One of the most popular business models in Indonesia is 

franchising. The "Lava Toast" franchise is one of the fast food 

franchises that enforces agreements to regulate the rights and 

obligations of the parties involved. The franchise recipient of "Lava 

Toast" in Bojong, Pekalongan, is known to have violated the 

agreement agreed with the franchisor. This research is aimed at 

finding out the franchise agreement made between the franchisor and 

franchise recipient, “Lava Toast” Bojong, Pekalongan, and the legal 

consequences arising from the failure to perform the agreement, 

“Lavatoast” Bojong, Pekalongan.  

 This research is a kind of empirical jurisprudence using a 

sociological approach to law. The data sources used are primary and 

secondary data sources. Research data collection techniques are 

collected using observation, interview, and documentation methods. 

The data analysis techniques used are qualitative and descriptive 

analysis. 

 The research results show that the implementation of the 

"Lava Toast" franchise agreement does not meet the requirements for 

the validity of the agreement according to article 1320 of the Civil 

Code, franchise criteria and franchise agreement clauses according to 

Government Regulation (PP) Number 42 of 2007 concerning 

Franchising so that the agreement should be null and void. The legal 

consequence of a breach of contract is that the agreement can still be 

implemented, but the franchisee is required to continue carrying out 

his obligations in accordance with the agreement. However, 

according to the author, the agreement must be null and void by law.  

Keywords: failure, agreement, franchise. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Dunia usaha berkembang lebih cepat sebagai dampak 

dari semakin berkembangnya perekonomian internasional, 

yang merupakan bagian dari era globalisasi. Oleh karena itu, 

setiap pemilik usaha dan perusahaan harus bersaing untuk 

mengembangkan usahanya dalam skala nasional maupun 

global. Kemudian, banyak perusahaan dan pelaku bisnis yang 

berencana mengembangkan usahanya melalui penerapan 

beberapa cara pengembangan bisnis, dimulai dari bisnis paling 

mendasar hingga bisnis paling canggih. Hal ini mencakup 

perdagangan dalam skala internasional melalui ekspor-impor, 

pemberian lisensi, waralaba, pembentukan usaha patungan, 

dan investasi/penanaman modal langsung.1  

Di Indonesia, waralaba adalah salah satu model bisnis 

yang paling umum dan berkembang. Waralaba adalah usaha 

kerja sama atau pengaturan komersial dimana pemilik suatu 

merek usaha memberikan otorisasi kepada pihak lain agar 

dapat menggunakan merek usaha tersebut untuk jangka waktu 

yang telah ditentukan atau disepakati bersama.2  Waralaba 

dapat ditemukan di sejumlah industri, termasuk makanan, 

layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Cara lain untuk 

menggambarkan waralaba adalah sebagai sarana penjualan 

produk dan/atau jasa di mana penerima waralaba menerima 

hak pengelolaan perusahaan secara eksklusif dari pemberi 

waralaba untuk menjalankan bisnis atau sistem dan metode 

dengan cara tertentu. Misalnya, lokasi dan jangka waktu 

perjanjian kemitraan telah diputuskan. Awalnya hukum 

Indonesia tidak mengenal atau bahkan mendefinisikan istilah 

“waralaba”. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa dunia 

usaha dan adat istiadat Indonesia pada awalnya tidak mengenal 

 
1 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Waralaba, Cet.1 ed. (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2001), 1. 

2 Mendelson, Petunjuk Praktis Bagi Franchisor Dan Franchise (Jakarta: 

IPPM, 2013), 7. 
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usaha waralaba. Namun waralaba ini kemudian menjadi bagian 

dari hukum masyarakat dan tradisi bisnis Indonesia sebagai 

hasil kemajuan di sejumlah bidang dan perusahaan komersial. 

Ada beberapa perspektif tentang apa yang dimaksud 

dengan waralaba. Sebagai pemilik waralaba, waralaba 

dianggap sebagai kelompok hak kekayaan intelektual. 

Meskipun waralaba disebut sebagai perjanjian atau kontrak 

kerja sama dari sudut pandang penerima waralaba, namun 

sebenarnya waralaba merupakan perjanjian kerja sama 

berdasarkan hukum waralaba. Sementara itu, waralaba 

dipandang sebagai hubungan usaha kerjasama di mata 

masyarakat umum dan pemerintah.3 Bisnis waralaba 

merupakan bisnis yang menjanjikan. Mengoperasikan 

waralaba sangat tepat dalam perekonomian Indonesia karena 

pertumbuhan yang sangat pesat dan tingkat kegagalan yang 

rendah dari bisnis waralaba. Perusahaan waralaba menjadi 

semakin umum karena penggunaannya sebagai mekanisme 

pemasaran atau distribusi produk dan jasa. Keberadaannya 

dinilai mampu mempromosikan suatu jenis produk ke seluruh 

Indonesia karena efektifnya sistem pemasaran melalui sistem 

waralaba. Karena tingginya potensi industri atau sektor 

waralaba di Indonesia, pewaralaba baik internasional maupun 

domestik mulai berkembang dengan sangat pesat. Waralaba 

jenis ini sangat ideal bagi pemula yang ingin meluncurkan 

usahanya di bidang bisnis.  

Perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang saat 

ini, khususnya perusahaan waralaba, harus dilindungi secara 

hukum untuk melindungi mereka yang bekerja di sektor bisnis. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan waralaba dapat 

memperoleh manfaat dari perlindungan ini. Tujuan hukum 

dalam dunia usaha adalah untuk memberikan 

pertanggungjawaban dalam hal usaha tersebut mempunyai 

pengaruh terhadap masyarakat dengan cara menumbuhkan rasa 

 
3 Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bisnis (Makassar : 

Rineka Cipta, 1996), 67. 
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keadilan dan kepastian hukum. Sebaiknya pahami terlebih 

dahulu undang-undang bisnis apa yang akan diterapkan untuk 

menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat umum dalam hal 

kesejahteraan dan juga memberikan manfaat bagi diri sendiri 

atau masyarakat agar bisnis yang dijalankan dapat berjalan 

sebagaimana mestinya dan baik guna mengatasi hal-hal yang 

tidak diinginkan.4 Oleh karena itu, perlindungan hukum dan 

kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat merupakan 

manfaat penting waralaba bagi mitra kerja sama, penerima 

manfaat waralaba, dan pemberi waralaba atau pengusaha. 

Perjanjian sangat diperlukan dalam bisnis waralaba. 

Perjanjian waralaba menawarkan perlindungan dari pihak-

pihak yang melanggar ketentuannya atau menimbulkan 

kerugian bagi para pihak. Apabila suatu perjanjian tersebut 

dilanggar, pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur 

hukum terhadap pihak yang melanggar. Perjanjian ini berlaku 

bagi perusahaan waralaba nasional maupun perjanjian 

waralaba internasional. “Lava Toast” adalah salah satu 

waralaba yang beroperasi dalam skala nasional. Toast 

merupakan produk andalan dari “Lava Toast”, sebuah 

perusahaan waralaba yang bergerak di bidang kuliner. “Lava 

Toast” merupakan perusahaan makanan cepat saji yang 

menggunakan model bisnis waralaba untuk meningkatkan 

penjualan. 

Bisnis waralaba produk makan cepat saji “Lava Toast” 

ini diawali dengan pembuatan perjanjian antara pihak 

penerima waralaba dan pihak pemberi waralaba. Dalam 

perjanjian waralaba tersebut terdapat beberapa hak dan 

kewajiban yang perlu untuk dilaksanakan. Seperti pada 

beberapa poin isi perjanjian tersebut dijelaskan bahwa 

kerjasama waralaba ini disepakati antara pihak pertama 

sebagai pemberi waralaba dan pihak kedua sebagai penerima 

waralaba. Dalam perjanjian ini, penerima waralaba wajib 

 
4 Syahrin Naihasy, Hukum Bisnis- Business Law (Yogyakarta: Mida 

Pustaka, 2006), 58. 
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menggunakan bahan baku yang disediakan oleh penerima 

waralaba selama masih menjalankan kerjasama. Bahan baku 

ini memiliki harga dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh 

penerima waralaba.5 Penerima waralaba bertanggung jawab 

untuk menyediakan lokasi tempat usaha. Di sisi lain, pemberi 

waralaba wajib menawarkan program pendidikan, pelatihan, 

dan konsultasi untuk membantu penerima waralaba 

menjalankan usahanya dengan sukses.6 Sebagai bagian dari 

perjanjian, penerima waralaba dapat menggunakan nama, 

merek dagang, dan merek dagang lain milik penerima 

waralaba yang telah disahkan. Hal ini memungkinkan 

penerima waralaba untuk memanfaatkan reputasi dan 

kredibilitas penerima waralaba dalam menarik pelanggan. 

Namun, penerima waralaba tidak diperkenankan 

mencampurkan bahan-bahan dan membuat adonan sendiri 

tanpa sepengetahuan penerima waralaba.7 Hal ini untuk 

memastikan bahwa kualitas produk yang dihasilkan oleh 

Penerima Waralaba tetap terjaga dan sesuai dengan standar 

penerima waralaba. Kerjasama waralaba ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. penerima 

waralaba dapat memperluas jangkauan usahanya, sedangkan 

penerima waralaba dapat memperoleh peluang bisnis yang 

menguntungkan dengan dukungan dari penerima waralaba.  

Dalam menjalankan usaha waralaba, pembelian bahan 

baku umumnya berasal dari pemberi waralaba, bahkan dalam 

pemilihan lokasi outlet. Hal ini merupakan kebutuhan 

mendasar yang dituangkan kontrak/perjanjian dan 

spesifikasinya.  Setelah beberapa bulan menjalin kerja sama, 

diketahui pihak penerima waralaba membeli bahan baku 

berupa saus ditempat lain dan penambahan variasi rasa 

menggunakan kemasan kardus “Lava Toast” tanpa persetujuan 

pihak pemberi waralaba. Hal ini menimbulkan permasalahan 

 
5 Pasal 3 Perjanjian Waralaba/Franchise ”Lava Toast” 

6 Pasal 4 Perjanjian Waralaba/Franchise ”Lava Toast” 

7 Pasal 4 Perjanjian Waralaba/Franchise ”Lava Toast” 
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bagi franchise produk “Lava Toast” Cabang Bojong 

Pekalongan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa 

perolehan bahan baku dan penambahan variasi rasa ke dalam 

pelaksanaan bisnis waralaba ini bertentangan dengan ketentuan 

perjanjian/kontrak yang sebelumnya disepakati kedua belah 

pihak. Permasalahan lain yang muncul pada franchise “Lava 

Toast” Cabang Bojong Pekalongan adalah ketika penerima 

waralaba menggunakan kemasan kardus “Lava Toast” untuk 

menawarkan varian rasa baru atau menu lain dengan membeli 

bahan bakunya dari sumber lain. Karena penerima waralaba 

tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba, 

maka menurut hipotesa penulis dapat dibilang bahwa penerima 

waralaba telah melanggar atau menyalahgunakan hak cipta 

milik waralaba “Lava Toast”. Hal ini juga termasuk dalam 

kategori wanpretasi akibat perjanjian waralaba “Lava Toast”. 

Peneliti ingin untuk mengetahui lebih jauh mengenai 

pelaksanaan pernjanjian waralaba “Lava Toast” karena 

terdapat beberapa aspek yang pelanggaran oleh penerima 

waralaba terhadap pernjanjian tersebut. Kajian ini berkenaan 

dengan pelaksanaa perjanjian tersebut yang disusun dengan 

judul "Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba (Studi 

Perjanjian Waralaba “Lava Toast” di Bojong, 

Pekalongan)". 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini dapat 

dibentuk berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan 

sebagai berikut.. 

1. Bagaimana analisis hukum terhadap perjanjian waralaba 

yang dibuat antara pemberi waralaba dan penerima 

waralaba “Lava Toast” Bojong, Pekalongan? 

2. Bagaimana akibat hukum yang timbul atas wanprestasi 

perjanjian waralaba “Lava Toast” Bojong, Pekalongan? 
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C. Tujuan Penelitian  

Melihat latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis perjanjian waralaba yang dibuat antara 

pemberi waralaba dan penerima waralaba “Lava Toast” 

Bojong, Pekalongan. 

2. Untuk menjelaskan akibat hukum yang timbul atas 

wanprestasi perjanjian waralaba “Lava Toast” Bojong, 

Pekalongan. 

D. Kegunaan Penelitian  

Dari penelitian yang berjudul “Wanprestasi dalam 

Perjanjian Waralaba (Studi Perjanjian Waralaba “Lava 

Toast” di Bojong, Pekalongan)” diharapkan semoga 

bermanfaat dan dapat diterapkan pada kegunaan penelitian 

untuk: 

1. Secara Teoritis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan pemahaman ilmu hukum dalam bidang kajian 

hukum perdata terkait waralaba dengan memberikan 

wawasan atau solusi.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam bidang hukum dengan memberikan pencerahan 

mengenai hukum perdata pada umumnya dan 

penyelesaian wanprestasi perjanjian waralaba pada 

khususnya. 

2. Secara Praktis  

Secara Praktis penelitian ini diharapkan kepada masyarakat 

umum khususnya para pelaku bisnis yang sedang 

mempertimbangkan untuk mengoperasikan bisnis waralaba 

agar memperoleh pemahaman secara luas mengenai 

perjanjian waralaba. 

 

 



7 

 

E. Kerangka Teoretik  

1. Konsep Perjanjian 

Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan yang mana 

satu pihak atau lebih mengikatkan diri pada satu atau lebih 

pihak lain berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata. Para ahli 

mendefinisikan perjanjian dengan beberapa definisi di luar 

pengertian yang terdapat dalam KUHPerdata, antara lain, 

yaitu yang didefinisikan oleh R. Subekti sebagai suatu 

perjanjian adalah janji yang dibuat oleh seseorang kepada 

orang lain, atau janji yang dibuat oleh dua orang untuk 

melakukan suatu hal secara bersama-sama.8 Menurut Salim 

HS, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara subjek 

yang satu dengan subjek yang lain dalam lapangan harta 

kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas 

suatu prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban 

untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi 

perjanjian yang telah disepakati.9  Karena perjanjian 

mengawali dan melahirkan perikatan, serta berfungsi 

sebagai sumbernya, maka hubungan antara perjanjian dan 

perikatan sangatlah erat. Meskipun suatu perikatan lebih 

bersifat abstrak, akan tetapi perjanjian merupakan suatu hal 

atau kejadian yang nyata karena dibuat dalam bentuk 

tertulis.10 Didalam perjanjian terdapaat unsur-unsur 

perjanjian, Adapun unsur-unsur perjanjian/kontrak tersebut 

adalah prestasi, permasalahan hukum, dan peraturan 

hukum.11 

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai 

kewajiban untuk mempertimbangkan asas-asas perjanjian. 

Asas yang pertama yaitu asas konsensualitas, asas ini 

 
8 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian (PT. 

Citra Aditya Bakti, 1995), 15. 

9 Salim H.S., Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 27. 

10 R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan (Bandung: Bina Cipta, 

1979), 49. 
11 R. Subekti, Aneka Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 1992), 7-8. 
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menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat terjadi bila 

memiliki kesepakatan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan 

Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang mengatur syarat-

syarat sahnya suatu perjanjian. Kemudian ada asas 

kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa setiap 

orang boleh mengadakan perjanjian dalam bentuk apa pun 

sepanjang memenuhi hukum, tidak mengganggu ketertiban 

umum, dan kesusilaan Sebagaimana tercantum dalam Pasal 

1338  KUHPerdata. Asas selanjutnya yaitu asas pacta 

sunservanda, dimana dalam Pasal 1338 KUHPerdata 

menyatakan bahwa perjanjian yang sah dan mengikat 

memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-

undang. Hal ini berarti bahwa perjanjian tersebut harus 

dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Asas 

yang keempat yaitu asas itikad baik. Menurut Pasal 1338 

KUHPerdata, Asas itikad baik merupakan salah satu 

prinsip fundamental dalam hukum perjanjian Indonesia. 

Asas ini menekankan pentingnya kejujuran dan itikad baik 

dalam pelaksanaan perjanjian. Asas yang terakhir yaitu 

Asas berlakunya suatu perjanjian yang menyatakan bahwa 

perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, 

kecuali jika diatur secara khusus oleh hukum (misalnya 

dalam hal jaminan atau perjanjian pihak ketiga (Pasal 1315 

KUHPerdata).  

Perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat atau 

perjanjian yang diakui oleh secara hukum, perjanjian harus 

memenuhi syarat sahnya agar mengikat secara hukum dan 

dapat dilaksanakan di pengadilan. Syarat sahnya perjanjian 

diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya 

kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya 

objek yang diperjanjikan, dan adanya kausa yang halal.12  

 

 

 
12 Purwahid Patrik, Asas-Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam 

Perjanjian, ed. Penerbit UNDIP (Semarang, 1986), 3. 
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2. Perjanjian Franchise (Waralaba) 

Untuk menjamin dan melindungi hak-hak dan kewajiban-

kewajiban yang telah disepakati oleh para pelaku usaha 

(para pihak), maka diperlukan perjanjian franchise atau 

dengan kata lain perjanjian waralaba, seperti yang telah 

digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2007 dalam penyelenggaraan waralaba. Hal ini berperan 

penting dalam hubungan hukum antara para pihak. Pada 

hakikatnya waralaba tercipta ketika pemberi waralaba dan 

penerima waralaba menjalin kemitraan melalui perjanjian 

kerjasama terpadu. Perjanjian ini mencakup janji pemberi 

waralaba untuk bekerja sama dengan penerima waralaba 

untuk menggunakan rahasia dagang dan merek pemberi 

waralaba dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya, 

sesuai dengan pedoman pelaksanaan bisnis yang telah 

ditentukan dalam sistem waralaba. Perjanjian waralaba 

atau franchising idealnya diikuti dan dijalankan oleh para 

pihak dengan itikad baik, dengan perhatian khusus untuk 

melindungi dan menjaga kerahasiaan rahasia dagang dari 

pihak ketiga tanpa persetujuan pemberi waralaba.  

3. Wanprestasi  

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban atau 

tanggung jawab yang telah disepakati dalam kontrak. 

Wanprestasi terjadi ketika pihak yang terikat dalam 

kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang 

telah disepakati.13 

F. Penelitian Yang Relevan  

Banyak penelitian terdahulu dapat membantu peneliti untuk 

memahami penelitian yang akan dilakukan sebagai ulasan 

literatur dalam penelitian ini, termasuk berbagai penelitian 

sebelumnya yang dapat digunakan sebagai Penelitian yang 

memiliki relevansi dengan penelitian ini, seperti: 

 
13 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) 

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 87-88. 
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 Pertama, penelitian yang dipublikasikan pada jurnal 

tahun 2021, oleh I Made Dwi Wahyu Kartika, Ni Made Jaya 

Senastri, Ni Gusti Ketut Sri Astiti dengan judul “Perlindungan 

Hukum Terhadap Penerima Hak dalam Perjanjian Waralaba di 

Indonesia”. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk 

mengidentifikasikan jenis-jenis perjanjian yang dipergunakan 

untuk membuat perjanjian waralaba di Indonesia serta 

perlindungan hukum yang tersedia bagi pewaralaba di sana. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian 

hukum normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 

usaha waralaba di Indonesia diatur dengan ketentuan PP 

Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Untuk mendirikan 

waralaba secara sah, suatu usaha juga harus memenuhi 

persyaratan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 7 Peraturan 

Menteri Perdagangan Nomor 12/MDAG/ Tahun 3/2006 yang 

mengatur tentang bentuk perlindungan hukum bagi 

pewaralaba. Terakhir, perjanjian tersebut tidak dapat diakhiri 

oleh franchisor sewaktu-waktu.14 Perjanjian waralaba menjadi 

persamaan objek dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini 

terletak pada masalah yang dibahas pada peneitian I Made Dwi 

Wahyu Kartika, dkk membahas mengenai perlindungan 

hukum penerima waralaba sedangkan pada skripsi ini 

membahas mengenai wanprestasi perjanjian yang dilakukan 

oleh penerima waralaba. Jenis penelitian yang digunakan 

menjelaskan perbedaan kedua Penelitian ini menggunakan 

penelitian normatif, sedangkan penelitian yuridis empiris 

digunakan dalam penulisan skripsi ini. 

 Kedua, penelitian yang dipublikasikan pada jurnal 

berjudul “Perjanjian Waralaba (Franchising) Dalam  Hukum 

Perjanjian Indonesia Dan Bertendensi Mengandung Klausul 

Tying-In” oleh Hari Sapto Adji (2020). Tujuan dari tinjauan 

jurnal tersebut adalah untuk menunjukkan bagaimana 

 
14 I Made Dwi Wahyu Kartika, Ni Made Jaya Senastri, and Ni Gusti ketut 

Sri Astiti, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hak Dalam Perjanjian 

Waralaba Di Indonesia,” Jurnal Preferensi Hukum 2, no. 3 (2021): 459–64, 

https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3981.459-464. 
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ketentuan Tying-In dimasukkan dalam Perjanjian Waralaba 

berdasarkan hukum kontrak Indonesia dan dalam pola bisnis 

waralaba. Temuan penelitian yang diperoleh melalui 

penggunaan jenis penelitian normatif menunjukkan bahwa 

perjanjian waralaba merupakan perjanjian informal yang sudah 

menjadi hal yang lumrah di dunia usaha sehingga diperlukan 

penelitian mengenai hukum kontrak di Indonesia. Meskipun 

berlaku konsep kebebasan berkontrak, namun perlu juga 

mempertimbangkan syarat sahnya perjanjian pada saat kedua 

belah pihak membuat perjanjian. Selain itu, Perjanjian 

Waralaba (Franchising) dapat memuat syarat-syarat yang 

mengikat, meskipun klausul tersebut dilarang, untuk 

menggagalkan upaya Pemberi Waralaba dalam melakukan 

tindakan monopoli. Oleh karena itu, keberadaan prinsip itikad 

baik sangat penting untuk meminimalisir praktik monopoli dan 

mendukung kemampuan para pihak untuk bernegosiasi dalam 

perjanjian yang mereka buat. Artinya para pihak juga harus 

mempertimbangkan asas keseimbangan dalam membuat 

perjanjian.15 Perjanjian waralaba menjadi persamaan objek 

dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini terletak pada 

masalah yang dibahas pada peneitian Hari Sapto Adji 

membahas mengenai perjanjian waralaba yang mengandung 

Klausul Tying-In sedangkan pada skripsi ini membahas 

mengenai wanprestasi perjanjian yang dilakukan oleh 

penerima waralaba. Jenis penelitian yang digunakan 

menjelaskan perbedaan kedua Penelitian ini menggunakan 

penelitian normatif, sedangkan penelitian yuridis empiris 

digunakan dalam penulisan skripsi ini. 

 Ketiga, penelitian Elsa Rizki Utami dan H. Salim 

(2023) yang dimuat dalam jurnalnya “Wanprestasi Perjanjian 

Utang Piutang”. Tujuan dari penelitian ini adalah Dalam 

penelitian ini memiliki tujuan untuk untuk mengetahui faktor-

 
15 Hari Sapto Adji, “Perjanjian Waralaba (Franchising) Dalam Hukum 

Perjanjian Indonesia Dan Bertendensi Mengandung Klausul Tying-In,” Jurnal 

Yustisiabel 4, no. 1 (2020): 40, https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.487. 
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faktor hakim dan akibat hukum dari wanprestasi. Penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum 

normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim, 

setelah mempertimbangkan dengan matang, menyimpulkan 

bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan perjanjian utang 

piutang. melalui surat asli yang ditulis tangan. Putusan ini 

diambil tanpa perselisihan karena tergugat telah mengabaikan 

tanggung jawabnya sebagai debitur dan telah melanggar 

syarat-syarat kontrak sedemikian rupa sehingga memenuhi 

syarat-syarat hukum yang tegas dan tegas, serta Pasal 332 Rv 

yang menjadi pokok perdebatan mengenai bezitsrecht. Tata 

cara penyelesaian perkara yang diselesaikan di pengadilan dan 

dimenangkan oleh Penggugat merupakan wanprestasi antara 

Tergugat dan Penggugat. Tergugat menyatakan Penggugat 

tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian dengan tidak 

mencapai tujuan yang tertuang dalam perjanjian yang 

ditandatangani pada 5 Mei 2021.16 Wanprestasi perjanjian 

menjadi persamaan objek dalam penelitian ini. Perbedaan 

penelitian ini terletak pada masalah yang dibahas pada 

peneitian Elsa Rizki Utami dan H. Salim membahas mengenai 

Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang sedangkan pada skripsi 

ini membahas mengenai wanprestasi perjanjian yang dilakukan 

oleh penerima waralaba. Jenis penelitian yang digunakan 

menjelaskan perbedaan kedua Penelitian ini menggunakan 

penelitian normatif, sedangkan penelitian yuridis empiris 

digunakan dalam penulisan skripsi ini.  

 Keempat penelitian Sri Mega Susanti Viadolorosa Ninu 

dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Akibat Hukum Terkait 

Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung”. Jenis 

penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil temuan dalam 

penelitian ini adalah Dalam kaitannya dengan perjanjian sewa-

menyewa gedung, wanprestasi dapat memiliki dampak hukum 

 
16 Elsa Rizki Utami dan H. Salim, “Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang,” 

Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram 3, no. 3 (2023): 805–12, 

http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index. 
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sebagai berikut: pihak yang dirugikan dapat meminta 

pelaksanaan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan 

sewa-menyewa. Konsekuensi hukum dari pemutusan sepihak 

yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan terhadap 

perjanjian sewa-menyewa bangunan di Bekasi dijelaskan 

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 469K/Pdt/2016. 

Konsekuensinya termasuk pengalihan risiko jika terjadi 

wanprestasi dan kewajiban untuk memberikan ganti rugi 

kepada penyewa. Mengenai kerugian penyewa PT BUDI 

KENCANA MEGAH JAYA, Pemohon Kasasi yang 

sebelumnya adalah Tergugat/Pembanding, dihukum untuk 

membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah), ganti rugi immateriil sebesar Rp. 

500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan ganti rugi inmateriil 

sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diajukan. 

Permohonan PT WANGSA MITRA FANTASI, Termohon 

Kasasi dan dahulu Penggugat/Pembanding, ditolak oleh 

majelis hakim.17 Wanprestasi perjanjian menjadi persamaan 

objek dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini terletak 

pada masalah yang dibahas pada peneitian Sri Mega Susanti 

Viadolorosa Ninu dkk membahas mengenai Wanprestasi 

Perjanjian sewa menyewa sedangkan pada skripsi ini 

membahas mengenai wanprestasi perjanjian yang dilakukan 

oleh penerima waralaba. Jenis penelitian yang digunakan 

menjelaskan perbedaan kedua Penelitian ini menggunakan 

penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian yuridis 

empiris digunakan dalam penulisan skripsi ini. 

 Kelima jurnal penelitian Syamsir Hasibuan dan Nika 

Rahmania dengan judul “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas 

Perjanjian Jual Beli Online”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui upaya dalam hukum terhadap wanprestasi 

dalam perjanjian jual beli online dan mengidentifikasi upaya 

 
17 Sri Mega Susanti Viadolorosa Ninu, Mardi Candra, dan Gatut Hendro Tri 

Widodo, “Akibat Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa 

Gedung,” Perfecto Jurnal Ilmu Hukum 01, no. 2 (2023): 117–34, 

https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih. 
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hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli dan penjual apabila 

terjadi kelalaian atau wanprestasi dalam bertransaksi. 

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. 

Berdasarkan persyaratan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, jual 

beli melalui media elektronik tidak jauh berbeda dengan jual 

beli secara tradisional. Dalam kasus jual beli secara elektronik, 

perjanjiannya sah, hanya saja unsur-unsur Pasal 1320 

KUHPerdata tidak terpenuhi karena pembeli dan penjual tidak 

bertemu. Jika terjadi wanprestasi atau masalah lainnya, 

pembeli dan penjual dapat melakukan upaya hukum tanpa 

bertemu secara fisik melalui jalur non-litigasi, konsiliasi, 

negosiasi, arbitrase, dan konsultasi. Menurut Pasal 1234 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, jika debitur terbukti lalai 

memenuhi perikatan atau jika sesuatu yang harus dilakukannya 

hanya dapat dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu 

yang telah ditentukan, maka penggantian biaya, kerugian, dan 

bunga yang diakibatkan oleh tidak dipenuhinya perikatan 

mulai dituntut.18 Perbedaan penelitian ini terletak pada 

masalah yang dibahas pada peneitian Syamsir Hasibuan dan 

Nika Rahmania membahas mengenai Wanprestasi Perjanjian 

jual beli online sedangkan pada skripsi ini membahas 

mengenai wanprestasi perjanjian yang dilakukan oleh 

penerima waralaba. Jenis penelitian yang digunakan 

menjelaskan perbedaan kedua, penelitian ini menggunakan 

penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian yuridis 

empiris digunakan dalam penulisan skripsi ini. 

 Novelty penelitian ini penulis akan melakukan 

penelitian yang berbeda dari penelitian yang disebutkan 

sebelumnya dalam beberapa hal. Penelitian ini berangkat dari 

penelitian lain yang fokus pada wanprestasi perjanjian yang 

dilakukan oleh penerima waralaba. Peneliti merasa tertarik 

untuk melakukan penelitian ini. Peneliti berkeinginan untuk 

 
18 Syamsir Hasibuan dan Nika Rahmania, “Tinjauan Yuridis Wanprestasi 

Atas Perjanjian Jual Beli Online,” Jurnal Dimensi 9, no. 1 (2020): 87–98, 

https://doi.org/10.33373/dms.v9i1.2327. 
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melakukan penelitian ini lebih jauh karena melihat dari subjek, 

objek, dan lokasinya berbeda.  

G. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian yuridis empiris digunakan dalam jenis penelitian 

ini. Penelitian yuridis empiris, sederhananya adalah 

penelitian hukum yang akan memberikan pemahaman 

menyeluruh tentang hukum sebagaimana hukum tersebut 

diterapkan dalam konteks sosial maupun dalam konteks 

norma.19  

2. Pendekatan Penelitian  

Sudut pandang yang digunakan peneliti untuk memahami 

dan mengatasi masalah dikenal sebagai pendekatan 

penelitian. Pendekatan yang dipilih penulis adalah 

pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum 

mengkaji bagaimana masyarakat berperilaku dan 

berinteraksi ketika sistem norma sosial berlaku. 

Pendekatan sosiologis terhadap hukum adalah alternatif 

lain. Strategi ini dianggap dapat diandalkan, dilembagakan, 

dan dapat diterima secara sosial.20 Dalam hal ini berkaitan 

dengan pelaksanaan perjanjian waralaba. 

3. Sumber Data Penelitian  

a. Sumber Data Primer  

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan oleh 

peneliti langsung dari sumber primer yaitu subjek 

penelitian. Wawancara dan observasi digunakan untuk 

mengumpulkan sumber data primer. Sumber data ini 

dikumpulkan melalui observasi lapangan dan 

wawancara.21 Dalam hal ini peneliti akan berbincang 

dengan informan yaitu penerima waralaba  “Lava 

Toast” Bojong, Pekalongan yaitu ibu Astri Wulandari 

 
19 Achmad Yulianto dan Mukti Fajar, Dualisme Penelitian Hukum 

Normatif Dan Empiris, Cetakan Ke (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153. 
20 Yulianto dan Fajar. 47-49. 
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: 

Gajah Mada University Press, 1998). 31. 
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dan Bapak Arjuna Prima selaku pemberi waralaba  

sebagai sumber data primer.   

b. Sumber Data Sekunder  

Data pendukung dari bahan hukum primer disebut 

dengan data sekunder. Bahan hukum sekunder tersebut, 

seperti perjanjian waralaba “Lava Toast” Cbang 

Bojong, Pekalongan, temuan penelitian terdahulu, 

jurnal, dan bahan pendukung lainnya yang ada 

kaitannya dengan topik yang akan diteliti. 

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian  

Teknik Pengumpulan data penelitian dikumpulkan 

menggunakan cara: 

a. Observasi 

Observasi : Observasi yang digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu observasi non-partisipan dimana peneliti 

mengamati perilaku dan situasi yang terkait dengan 

wanprestasi perjanjian tanpa terlibat langsung. Dalam 

hal ini peneliti mengamati perjanjian waralaba “Lava 

Toast” Cabang Bojong, Pekalongan setelah terjadi 

perjanjian tersebut. Peneliti mengamati bagian  yang 

terkait hal-hal yang diperjanjikan. 

b. Wawancara  

Wawancara : Penelitian ini menggunakan wawancara 

mendalam untuk melakukan wawancara. Teknik yang 

digunakan adalah bebas terpandu. Dalam hal ini, masih 

dimungkinkan untuk mengajukan berbagai pertanyaan 

berdasarkan keadaan pada saat wawancara, karena 

wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman 

wawancara berupa catatan atas pokok-pokok yang 

ditanyakan.22 Wawancara dilakukan secara lisan antara 

pencari informasi dan penyedia informasi untuk 

memperoleh informasi dan keterangan untuk mencapai 

 
22 Fauzan Almanshur dan Djunaidi Ghony, Metodologi Penelitian 

Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012). 
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tujuan tertentu.23 Dalam hal ini peneliti melakukan 

wawancara kepada penerima waralaba dan pemberi 

waralaba “Lava Toast”. 

c. Studi Kepustakaan/dokumen 

Dokumen merupakan suatu metode pencarian data 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, 

notulen, rapat, agenda, dan lain-lain. Dokumentasi 

yang ada di "Lava Toast" Bojong mencakup brosur dan 

perjanjian. Selanjutnya, literatur ilmiah yang berkaitan 

dengan objek penelitian dan peraturan perundang-

undangan dikaji untuk mengumpulkan data penelitian.  

5. Teknik Analisis Data Penelitian  

Proses mereduksi data ke dalam format yang sederhana, 

mudah dibaca dan dipahami disebut analisis data. Analisis 

deskriptif kualitatif merupakan metode analisis yang 

digunakan karena data yang dikumpulkan untuk penelitian 

ini bersifat kualitatif. Analisis datanya bersifat deskriptif, 

artinya data disajikan secara naratif dan dianalisis 

berdasarkan hukum positif. Data yang diperoleh 

dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, 

kemudian dideskripsikan dengan menganalisis data yang 

diperoleh dari hasil penelitian, yang kemudian disusun 

secara berkala, sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang 

dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang 

ada.  

H. Sistematika Penulisan  

Peneliti akan menguraikan sistematikanya agar isi skripsi ini 

lebih mudah dipahami. Skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab 

yang masing-masing bab dibagi lagi menjadi subbab. 

Sistematika penulsan skripsi  ini adalah sebagai berikut:   

BAB I   PENDAHULUAN 

Didalam bab ini akan membahas Latar 

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

 
23 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 

1986), 21. 
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Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka 

Teoretik,  Penelitian Yang Relevan, Metode 

Penelitian dan Sistematika Penulisan.   

BAB II GAMBARAN UMUM PERJANJIAN 

WARALABA  

 Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai 

Pengertian Perjanjia, Jenis-jenis Perjanjian, 

Syarat Sahnya Perjanjian, Asas-Asas Perjanjian, 

Akibat Hukum Perjanjian, Perjanjian Waralaba, 

Wanprestasi dalam Perjanjian. 

BAB III  PELAKSANAAN PERJANJIAN 

WARALABA “LAVA TOAST” CABANG 

BOJONG, PEKALONGAN 

 Pada bab ini menjelaskan bahwa peneliti akan 

membahas dan menguraikan mengenai Profil 

“Lava Toast” Bojong, Pekalongan, Isi 

Perjanjian Waralaba “Lava Toast” Bojong, 

Pekalongan, dan Pelaksanaan Perjanjian Bisnis 

Waralaba “Lava Toast” Bojong, Pekalongan. 

BAB IV  ANALISIS PERJANJIAN DAN AKIBAT 

HUKUM WANPRESTASI WARALABA 

“LAVA TOAST” CABANG BOJONG, 

PEKALONGAN 

 Bab ini membahas permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini, termasuk penjelasan, 

analisis, dan penyelesaian permasalahan 

mengenai analisis isi perjanjian waralaba dan 

akibat hukum atas wanprestasi perjanjian 

waralaba. 

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir berfungsi sebagai penutup dan 

simpulan. Pada bab ini penulis merangkum 

temuan penelitian yang diperoleh dari analisis 

bab empat dan disisipkan saran.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Perjanjian yang dibuat antar pemberi waralaba dan penerima 

waralaba  “Lava Toast” cabang Bojong, Pekalongan 

merupakan jenis perjanjian yang tidak bernama atau disebut 

dengan perjanjian (innominaat). Perjanjian tersebut belum 

memenuhi syarat sahnya perjanjian, yakni hanya syarat 

subjektif yang terpenuhi dan syarat objektif  berupa suatu 

sebab yang halal belum terpenuhi. Dalam hal ini, perjanjian 

waralaba antara pemberi waralaba “Lava Toast” dan penerima 

waralaba “Lava Toast” menjadi batal demi hukum karena tidak 

terpenuhinya syarat sahnya perjanjian. Perjanjian tersebut juga 

belum  kriteria waralaba yang ada dalam pasal 3 Peraturan  

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 

Sehingga menurut analisis penulis perjanjian tersebut harus 

batal demi hukum dikarenakan perjanjian  tersebut tidak 

memenuhi syarat sahnya perjanjian dan bertentangan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang 

Waralaba. 

2. Akibat hukum dari adanya wanprestasi pejanjian waralaba 

“Lava Toast” yang dilakukan oleh penerima warlaba cabang 

Bojong, Pekalongan yaitu perjanjian tersebut masih dapat 

dilaksanakan, namun penerima warlaba diwajibkan untuk tetap 

melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, dan 

untuk memperbaiki kesalahannya sehingga kembali ke jalur 

yang benar dalam menjalankan bisnis waralaba. Namun, 

menurut analisa penulis, adanya wanprestasi yang dilakukan 

oleh penerima waralaba tersebut tidak menimbulkan akibat 

hukum apapun dikarenakan perjanjian tersebut telah batal 

demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi. Pembatalan 

demi hukum ini terjadi karena merek yang digunakan oleh 

pemberi waralaba yaitu  merek “Lava Toast” ini belum 

terdaftar di pangkalan data hak kekayaan intelektual 

Kemenkuham. Hal tersebut merupakan hal yang bertentangan 
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dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba yang menjelaskan 

bahwa hak kekayaan intelektual dalam bisnis waralaba harus 

telah terdaftar. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada: 

1. Pemberi Waralaba 

a. Meningkatkan pengawasan terhadap penerima waralaba 

untuk memastikan pemenuhan kewajiban-kewajiban 

dalam perjanjian waralaba. 

b. Memperkuat sistem distribusi bahan baku dan peralatan 

usaha untuk menghindari hambatan dalam pemenuhan 

kewajibannya. 

c. Memperjelas klausul-klausul dalam perjanjian waralaba 

terkait dengan wanprestasi dan upaya penyelesaiannya. 

2. Penerima Waralaba 

a. Melakukan komunikasi yang efektif dengan pemberi 

waralaba jika terjadi perselisihan dalam pemenuhan 

kewajiban-kewajiban dalam perjanjian waralaba. 

b. Mencari bantuan hukum jika diperlukan untuk 

menyelesaikan perselisihan dalam perjanjian waralaba. 

3. Pemerintah 

a. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat 

tentang hukum waralaba, termasuk tentang wanprestasi 

dan upaya penyelesaiannya. 

b. Memperkuat penegakan hukum di bidang waralaba untuk 

melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam 

perjanjianwaralaba. 
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